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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 dan Pasal 355 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintgh Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dapat dilakukan apabila pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan dan Rancangan Perkada tentang
Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 147);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita
Negara Republik Indonesi Tahun 2024 Nomor 264);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 202 Nomor 543);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bengkalis 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024
Nomor 5);
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17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bengkalis.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang ada.

9. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu
proses pemantuan dan supervisi dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil
realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya
target secara ekonomis, efisien dan efektif.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun

11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun berjalan.

12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan
rencana keuangan tahunan Daerah pada tahun berjalan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut
KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya pada tahun berjalan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten
Bengkalis yang selanjutnya disebut PPAS-P adalah perubahan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA)-OPD sebelum penyusunan perubahan rencana kerja dan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD
Tahun 2021-2026, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025.

(1)

(2)

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman bagi Perangkat Daerah dan TAPD dalam penyusunan
KUPA dan PPAS-P serta Rancangan Perubahan APBD Tahun
2025.

Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk
menyesuaikan perubahan kerangka ekonomi dan keuangan
daerah, target sasaran Pembangunan, prioritas pembangunan,
penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang terpadu dan sinergi antara perencanaan
pembangunan ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dengan
perencanaan Provinsi Riau dan Nasional.

BAB 11

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(1)

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat sistematika sebagai
berikut:

a. BABI . Pendahuluan;

b. BABII - Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan
RKPD Tahun 2025;

c. BABIII :  Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan

Daerah;
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d. BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah;

e. BABV . Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

f. BAB VI . Penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD
Tahun 2025 dilakukan oleh Kepala Bappeda.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2024 Nomor 24) dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Bupati ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal L 3eptember
KEPALA BAGIAN UKUM

% \

2025

BUPATI BENGKALIS,
TTD

KASMARNI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR =4
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